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ABSTRAK 

 

 Olivia 632022011“Penetapan Hak Asuh Anak pasca Perceraian Tanpa 

pututusan Pengadialan Agama Di Desa Teloko” Rumusan masalah penelitian 

ini Bagaimana  penetapan hak asuh anak pasca perceraian tanpa putusan 

Pengadilan Agama di Desa Teloko Apa saja faktor-faktor yang mendorong 

masyarakat Desa Telokomemilih penyelesaian hak asuh di luar jalur formal 

Pengadilan agama Bagaimana solusi untuk mengoptimalkan perlindungan hak 

anak dalam  penetapan hak asuh pasca perceraian di Desa Teloko. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif ,Adapun alat pegympulan 

data yang digunakan adalah observasi,wawancara dan dokumentasi ,jenis dan 

sumber yang digunakan adalah data primer dan skunder Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis data kualitatifdenga catatan lapangan ,wawancara dan 

sumber lainya. 

 Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga 

berdampak pada hak asuh anak. Secara hukum, penetapan hak asuh anak 

seharusnya dilakukan melalui Pengadilan Agama agar memiliki kepastian hukum. 

Namun, masyarakat Desa Teloko masih banyak yang menyelesaikan hak asuh 

anak melalui kesepakatan keluarga tanpa putusan pengadilan. Cara ini dinilai lebih 

mudah dan cepat, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penetapan hak asuh anak pasca 

perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama di Desa Teloko. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hak asuh anak di Desa 

Teloko dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua orang tua melalui musyawarah 

keluarga tanpa putusan Pengadilan Agama. Praktik ini dianggap lebih sederhana, 

tetapi belum memberikan kepastian hukum. Faktor pendukungnya adalah adanya 

kesepakatan orang tua, penyelesaian secara kekeluargaan, dan keinginan 

menghindari proses persidangan. Adapun faktor penghambatnya meliputi 

kurangnya kepastian hukum, potensi perselisihan di kemudian hari, serta 

rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penetapan hak asuh 

melalui Pengadilan Agama. 

 
Kata kunci: hak asuh anak, perceraian, Pengadilan Agama, Desa Teloko. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan 

di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di 

Indonesia mencapai 408.202 kasus pada tahun 2020, meningkat dari 386.161 

kasus pada tahun 2019. Provinsi Sumatera Selatan tercatat memiliki angka 

perceraian sebesar 14.847 kasus pada tahun 2020, dengan Kota Palembang 

sebagai kontributor signifikan sebagai ibukota provinsi. 

Permasalahan kompleks yang muncul pasca perceraian tidak hanya 

terbatas pada pembagian harta bersama, tetapi juga mencakup penetapan hak asuh 

anak (hadhanah). Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

menjadi hak ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dappat memilih antara 

ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuhnya. Namun, realitas di lapangan 

menunjukkan bahwa penetapan hak asuh seringkali dilakukan di luar jalur formal 

Pengadilan Agama. 

Penelitian empiris yang dilakukan oleh Zulfa dan Nasution (2020) dalam 

Jurnal Hukum Keluarga Indonesia menunjukkan bahwa dari 200 responden
1
 di di 

Jawa Tengah" mengungkapkan bahwa 72% dari 150 kasus perceraian 

                                                 
1 Zulfa dan Nasution (2020) dalam Jurnal Hukum Keluarga Indonesia 
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menyelesaikan masalah hak asuh secara informal dengan pertimbangan efektivitas 

waktu dan biaya.
2
 

Riset yang dilakukan oleh Hasanah (2021) dalam disertasi di UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta dengan judul "Implementasi Hak Asuh Anak dalam 

Masyarakat Muslim Urban" menemukan bahwa faktor-faktor yang mendorong 

penyelesaian hak asuh di luar pengadilan meliputi: (1) ketidakpahaman terhadap 

prosedur hukum formal (42%), (2) pertimbangan biaya dan waktu (38%), dan (3) 

upaya menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis (20%). 

Studi komparatif yang dilakukan Widiastuti (2020) terhadap praktik 

penyelesaian sengketa keluarga di tiga kota besar Indonesia (Surabaya, Medan, 

dan Bandung) menunjukkan bahwa rata-rata 65% pasangan yang bercerai memilih 

jalur non-litigasi untuk menyelesaikan masalah hak asuh. Penelitian tersebut juga 

mengidentifikasi bahwa Sumatera memiliki kecenderungan tertinggi dalam 

penyelesaian informal dibandingkan dengan Jawa dan Kalimantan.
3
 

Khusus di Kota Palembang, berdasarkan data awal yang diperoleh dari 

Pengadilan Agama Palembang, terdapat ketimpangan antara jumlah perkara 

perceraian yang diputus dengan perkara penetapan hak asuh yang diajukan. Pada 

tahun 2021, tercatat 6.842 perkara perceraian yang dikabulkan, namun hanya2.156 

perkara terkait penetapan hak asuh yang diajukan ke pengadilan. Hal ini 

mengindikasikan adanya gap yang signifikan dalam formalisasi hak asuh melalui 

putusan pengadilan.
4
 

                                                 
2 Zulfa dan Nasution (2020) dalam Jurnal Hukum Keluarga Indonesia 
3 Ali, Z. (2007). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar 
4 Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Indonesia 2021. Jakarta: BPS 
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Permasalahan fundamental yang muncul dari praktik penetapan hak asuh 

tanpa putusan pengadilan adalah ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). 

Tanpa adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (res 

judicata), penetapan hak asuh hanya bersifat agreement yang rentan terhadap 

perubahan sepihak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik berkelanjutan dan 

pada akhirnya merugikan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) 

sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi 

Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. 

Implikasi lebih lanjut dari fenomena ini terlihat dalam aspek administratif 

dan yuridis. Penelitian Sari dan Mahmud 2022 dalam Jurnal Kajian Hukum Islam 

tentang "Problematika Administrasi Kependudukan Pasca Perceraian Informal" 

menunjukkan bahwa 45% responden mengalami kesulitan dalam pengurusan 

dokumen kependudukan anak, seperti pembuatan paspor, kartu identitas, dan akta 

kelahiran baru. Hal ini terjadi karena ketiadaan dokumen resmi yang mengatur 

status hukum anak pasca perceraian orang tuanya.
5
 

Dari perspektif hukum Islam, hadhanah merupakan hak dan kewajiban 

yang diatur secara komprehensif dalam surat An -Nisa ayat 9: 

                                                                                                              

  
                                         

Artinya:Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) 

meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka 

khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan 

                                                 
5 Jurnal Kajian Hukum Islam tentang "Problematika Administrasi Kependudukan Pasca Perceraian 

Informal 
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berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak 

keturunannya).  

 

walyakhsyalladzîna lau tarakû min khalfihim dzurriyyatan dli„âfan khâfû 

„alaihim falyattaqullâha walyaqûlû qaulan sadîdâHendaklah merasa takut orang-

orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang 

lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan 

berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak 

keturunannya). 

 dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diformalisasi dalam 

sistem hukum Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, serta Instruksi Presiden 

No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.  

Permasalahan fundamental yang muncul dari praktik penetapan hak asuh 

tanpa putusan pengadilan adalah ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). 

Tanpa adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (res 

judicata), penetapan hak asuh hanya bersifat agreement yang rentan terhadap 

perubahan sepihak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik berkelanjutan dan 

pada akhirnya merugikan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) 

sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi 

Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. 

Implikasi lebih lanjut dari fenomena ini terlihat dalam aspek administratif 

dan yuridis. Penelitian Sari dan Mahmud (2022) dalam Jurnal Kajian Hukum 

Islam tentang "Problematika Administrasi Kependudukan Pasca Perceraian 

Informal" menunjukkan bahwa 45% responden mengalami kesulitan dalam 
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pengurusan dokumen kependudukan anak, seperti pembuatan paspor, kartu 

identitas, dan akta kelahiran baru. Hal ini terjadi karena ketiadaan dokumen resmi 

yang mengatur status hukum anak pasca perceraian orang tuanya.
6
 

Dari perspektif hukum Islam, hadhanah merupakan hak dan kewajiban 

yang diatur secara komprehensif dalam Al-Quran surat An -Nisa ayat 9 dan Hadis 

Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diformalisasi dalam sistem hukum 

Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam. pelaksanaan. hadhanah yang tidak melalui jalur 

formal berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip syariat yang menekankan pada 

kepastian hukum dan keadilan. 

Hadhanah yang tidak melalui jalur formal berpotensi mengabaikan prinsip-

prinsip syariat yang menekankan pada kepastian hukum dan keadilan. Konteks 

sosial-budaya Kota Palembang yang merupakan kota metropolitan dengan tingkat 

heterogenitas tinggi juga mempengaruhi preferensi masyarakat dalam 

penyelesaian sengketa keluarga. Berdasarkan data BPS 2020, Kota Palembang 

memiliki tingkat urbanisasi 100% dengan komposisi penduduk yang beragam dari 

aspek etnis, tingkat pendidikan, dan status ekonomi. Keragaman ini berdampak 

pada variasi pola penyelesaian konflik domestic, termasuk dalam penetapan hak 

asuh anak. 

Pentingnya penelitian ini juga didukung oleh minimnya studi empiris yang 

secara spesifik mengkaji fenomena penetapan hak asuh tanpa putusan pengadilan 

                                                 
6 Koesnoe, M. (1992). Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press 
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di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Padahal, pemahaman mendalam 

terhadap praktik ini sangat diperlukan untuk pengembangan kebijakan hukum 

keluarga yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat namun tetap menjamin 

perlindungan optimal bagi anak. 

Berdasarkan uraian di atas, penel Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian 

Tanpa Putusan Pengadilan Agama: Studi Kasus di Desa Teloko" menjadi urgen 

untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis 

dan praktis dalam memahami dinamika penyelesaian sengketa keluarga di era 

modern serta merumuskan rekomendasi
7
 kebijakan yang dapat mengakomodasi 

realitas masyarakat sambil tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak 

anak 

Konteks sosial-budaya Kota Palembang yang merupakan kota 

metropolitan dengan tingkat heterogenitas tinggi juga mempengaruhi preferensi 

masyarakat dalam penyelesaian sengketa keluarga. Berdasarkan data BPS 2020, 

Kota Palembang memiliki tingkat urbanisasi 100% dengan komposisi penduduk 

yang beragam dari aspek etnis, tingkat pendidikan, dan status ekonomi. 

Keragaman ini berdampak pada variasi pola penyelesaian konflik domestic, 

termasuk dalam penetapan hak asuh anak. mendalam terhadap praktik ini sangat 

diperlukan untuk pengembangan kebijakan hukum keluarga yang responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat namun tetap menjamin perlindungan optimal bagi 

anak. 

 

                                                 
7
 Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. (2021). Sumatera Selatan dalam Angka 2021. 

Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul 

"PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERIAN TANPA 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI DESA TELOKO: Studi Kasus di 

Desa Teloko Kec Kayuagung Kab, OKI ". 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis 

dalam memahami dinamika penyelesaian sengketa keluarga di era modern serta 

merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mengakomodasi realitas 

masyarakat sambil tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asuh 

anak .
8
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkn latar belakang di atas,rumusan masalah yang akan dijawab dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana  penetapan hak asuh anak pasca perceraian tanpa putusan 

Pengadilan Agama di Desa Teloko ? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Teloko memilih 

penyelesaian hak asuh di luar jalur formal Pengadilan agama? 

3. Bagaimana solusi untuk mengoptimalkan perlindungan hak anak dalam  

penetapan hak asuh pasca perceraian di Desa Teloko 

 

 

                                                 

       
8
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang 

Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2019), 134. 
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C. Fokus penelitian  

Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi objek yang diangkat, sehingga 

peneliti tidak terjebak oleh volume data yang diperoleh di lapangan. Penentuan 

fokus ini lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan dihasilkan 

terkait penetapan hak asuh pasca perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama di 

Desa Teloko Kec Kayuagung Kab, OKI SUMSEL. Hal ini bertujuan untuk 

membatasi studi kualitatif serta membantu peneliti dalam memilih data yang 

relevan dan yang tidak relevan. 

D. Tujuan dan Kegunan  

   Adapun tujuan dari penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penetapan hak asuh anak pasca perceraian tanpa putusan 

Pengadilan Agama di Desa Teloko Kec Kayuagung Kab,OKI, Provinsi 

Sumatera Selatan 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Teloko Kec 

Kayuagung Kab,OKI, Provinsi Sumatera Selatan memilih penyelesaian hak 

asuh di luar jalur formal Pengadilan Agama. 

3. Untuk mengetahui solusi  mengoptimalkan perlindungan hak anak dalam 

penetapan hak asuh pasca perceraian di Desa Teloko . 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu 

hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata terkait  
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hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian. Dengan fokus pada kasus penetapan 

hak asuh tanpa melalui putusan pengadilan agama, penelitian ini dapat menjadi 

bahan referensi dan kajian ilmiah untuk penguatan teori serta pembahasan yuridis 

atas fenomena yang berkembang di masyarakat. 

b. Secara Praktis 

Manfaat Praktis Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan 

hukum perdata terkait hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian. Dengan fokus 

pada kasus penetapan hak asuh tanpa melalui putusan pengadilan agama, 

penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan kajian ilmiah untuk penguatan 

teori serta pembahasan yuridis atas fenomena yang berkembang di masyarakat. 

a) Bagi Masyarkat 

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 

pentingnya penetapan hak asuh melalui mekanisme hukum yang sah agar 

kepentingan anak terlindungi secara hukum dan sosial. 

b) Bagi Praktisi Hukum dan Aparat Penegak Hukum 

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menangani kasus-

kasus serupa, terutama ketika terjadi konflik hak asuh tanpa adanya 

putusan pengadilan agama. 

c) Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

merumuskan kebijakan yang lebih tegas dan jelas mengenai perlindungan 
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anak pasca perceraian, khususnya dalam konteks pelaksanaan hak asuh 

secara nonlitigasi. 
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